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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 10 TAHUN 1983
TENTANG -

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAHISTIMEWA ACEH

Menimbang - 8

Mengingat - I

bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemngkatan pem-
bangunan secara‘berkesinambungan di Propinsi Daerah
Istimewa Aceh perlu menetapkan Pola Dasar Pemba-
ngunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang
merupakan landasan Repelita IV Daerah, agar dapat
mewnjudkan keadaan yang- dungmkan dalam waktu
lima tahun mendatang untuk mencapai tu;uan pem-
bangunan nasional Jangka panjang.

bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam
suatu Peraturan Daerah.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara ;

Undang-undang Nomor 24 Tahun ]956 tentang Pemben-

‘tukan Propinsi Aceh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah ;

‘Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor 27 Ta-
~hun. 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan
- Pembangunan Daerah ; - RN e

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 14 Tahun 1974
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tentang Beéntuk Peraturan Daemh |

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun
1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja BAP-
PEDA.

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopem-
ber 1978 No. Bangda 1/9/26 tentang Pedoman Penyusu-
nan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-
pinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ~ : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DA.
ERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

(1). Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh disusun da-
lam rangka meningkatkan pembangunan $ecara berkesinambungan yang meru-
pakan landasan dari pada Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

(2). Untuk dapat memperoleh kebuldtan hubungan yang menyeluruh dan berkesi-
nambungan, maka sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daesah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh disusun sghdgai berikut :

-a. BAB I - BENDAHULUAN ; :
b. BAB - I POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA
PANJANG ;

~¢. BAB '~  POLA UMUM REPELITA IV DAERAH ;
d. BAB IV PENUTUP.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal I Peraturan Daerah ini
terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 _

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha.usaha pembangunan
akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahun IV Daerah Pro-
pinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
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Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 4

Peraturan Daerzh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Da-
erah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

‘ BANDA ACEH, 10 Oktober 1983
-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH

- DAERAH PROPINSI DAERAH IS. ISTIMEWA ACEH,
TIMEWA ACEH,
KETUA,
H. ACHMAD AM]NS ‘ H. HBADI" THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Da-  Peraturan-Daemah ini telah disahkan oleh
ersh Propinsi Daerah Istimewa  Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-
Aceh : . putusan. : - S

‘Nomor 23 Tahun 1985 -Nomor : 05021-288

Tanggal 12 April 1985 SERIE D ~ ‘Tanggal 2 April 1985.

~ Nomor : 23 : : o

Sekretaris Wilayah/Daerah

ASNAWI HASIMY, SH _
Nip. 390003081.—
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BAB I
PENDAHULUAN
_A. PENGERTIAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah suatu
Pola Umum Pembangunan Daerah, yang merupakan garisgads besar kebijaksanaan
. pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh.

Pola Umum Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan
rangkaian program-program pembangunan daerah, yang menyeluruh, terarah dan
terpadu seria berlangsung terus menerus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Pembangunan Nasional.

”Disamping itu Pola Umum ini adalah penjabaran lebih Janjut dari Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN) dan merupakan aspirasi rakyat.”

Rangkalan program-program pembangunan yang terus menerus itu dimaksud-
kan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti-termaktub dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi csegenap bangsa Indonesia dan selu-
ruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan unfuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut‘melaksanakan ketertiban dunia yang ber-
dasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan'dan keadilan sosial,

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Pola Dasar Pemtbangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ber-
maksud untuk memberi drah/dan pedoman terhadap usaha pembangunan daerah
yang sedang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tujuannya
adalah agar dapat mewujudkan keadilan yang diinginkan dalam jangka waktu lima
tahun berikutnya ‘dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat ter-
wujudnya cita-cita rakyat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh khwsusnya dan bangsa
Indonesia pada umumnya, seperti termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945.

C. POKOK - POKOK PENYUSUNAN POLA DASAR
PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh mermpunyai asas-asas yang sama dengan
asas-asas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar
Haluan Negara, yaitu : asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas
demokiasi, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, asas
kesadaran hukum, asas kepercayaan pada dir sendiri.

Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun untuk memberikan gambaran mengenai
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wujud masa dépan yang diinginkan baik dalam waktu lima tahun berikutnya, mau-
pun dalam jangka panjang, dengan sistimatika sebagai berikut :

1. POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG
2. POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN IV DAERAH
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. BAB II _
POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG
A. PENDAHULUAN

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang adalah Garis-garis Besar dan
arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 25 — 30 tahun berdasarkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara dalam bidang pem-
bangunan Daerah yang bersi pedoman pokok yang menggerakkan pertumbuhan
ekonomi, sosial, budaya, agama dan kepercayaan. Pola ini akan menjadi panduan da-
sar bagi penyusunan rencana jangka menengah (lima tahun) dan rencana jangka pen-
dek (tahunan) Daerah.

Dalam penyusunannya, Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang mem-
punyai sifat sebagai berikut :

1. Pola Umum Pembangunan Daerh Jangka Panjang bersifat umum, yaitu memuat
garis-garis besar yang berisi nilai-nilai strategis dalam pencapaian sasaran Pemba-
ngunan dalam jangka waktu 25 - 30 tahun.

2. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang bersifat normatif, yaitu me-
netapkan usaha-usaha untuk mempengamghi-masa depan, sehingga terwujud
suatu pembangunan yang bersifat dinamis dalam membangun manusia Indonesia
seutuhnya, baik secara spiritual maupun mental,

3. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang memberikan arah bagi pen-
capaian tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam jangka 25 — 30 tahun,

Penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang di latar belakangi
oleh pengalaman masa lalu'dan keinginan untuk mengejar ketinggalan serta hasrat
untuk menikmati hasil Itasil pembangunan. Semua ini merupakan penjelasan dari as-
pirasi rakyat Aceh dalam wadah kesatuan bangsa, dengan kondisi awal yang dipu-
nyai daerah,

Setelah citacita kemerdekaan Indonesia tercapai di tahun 1945, rakyat Aceh,
bersama-sama dengan saudam-saudaranya di daerah lain, secara gigih ikut memperta-
hankan kemerdekaan Indonesia. Pergolakan-pergolakan pelitik yang diikuti oleh pe-
ristiwa-peristiwa nasional lainnya, rakyat Aceh terusanenerus.mengalami kegoncang-
an politik dan sosial, yang mengakibatkan terbatasnya kesempatan untuk melibatkan
diri dalam usaha-usaha memperbaiki perekonomian serta menata kehidupan masya-
rakat secarz keseluruban. Sesudah usaha pengambil alihan kekuasaan G 30 §/PKI
dapat digagalkan pada tahun 1965, Pemerintah Orde Baru mulai tahun 1966 mencip-
takan stabilitas nasional. Dan semenjak itu rakyat Aceh secara bertahap berusaha me-
lepaskan diri dari ketinggalan dan keterbelakangan daemh dengan memulai pemba-
ngunan di bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Penciptaan iklim politik
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yang mantap yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 harus diisi

- dengan pembangunan yang berkesinambungan. Dasar-dasar berpikir yang rasional dan
pragmatis yang disertai perencanaan yang terarah, dijabarkan dalam suatu Pola
-Umum Pembengunan Daérah Jangka Panjang Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dari segi kehidupan ekonomi, kenyataan menunjukkan bahwa Propinsi Daerah

Istimewa Aceh memiliki potensi ekonomi yang relatif cukup banyak. Sumber g8s
alam yang banyak akan menumbuhkan berbagai industri dasar lainnya, seperti pu-
puk, petrokimia dan lainlain. .
Disamping itu Daerah-Istimewa Aceh juga mempunyai produksi :pe_rtanian yang cu-
kup beraneka ragam, baik produksi pertanian bahan makanan, seperti padi, palawija
dan hortikultura, maupun produksi pertanian perdagangan, seperti karet, kopi, ceng-
keh, pala, nilam dan lainlain. Selain itu Daersh ini juga menghasilkan hasil-hasil
hutan lain, seperti kayu dan damar. : A ' )

Pengefektifan sumber-sumber yang potensial tersebut akah:membuka kesempat-
an yang cukup luas untuk pembangunan, baik untuk pembangunan daerzh, maupun
pembangunan nasional,

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daefah Istimewa Aceh disusun ber-
dasarkan : _ . : e
1. Landasan Idiil ; Pancasila _ .
- 2. landasan konstitusional : UUD 1945 ;
3. Landasan Operasional : Ketetdpan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. :
II/MPR/1983 tentang GBHN khususnya mengenai pembangunan dacrah.

B 3. KONDISF DAN POTENSI WILAYAH ,

Pmp'insi Daerah Istimewa Aceh teretak di ujung barat laut pulau Sumatera anta-

ra 2° — 6 lintas utara dan 95° — 98° bujur timur, dengan batas-batas sebagai beri- -
“~a. Sebelah utara-berbatasan dengan Selat Sumatera.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Daerih Tingkat I Sumatera Utara
¢. - Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sumatera. .
d.  Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. :
Luas Dacrah Istimewa Aceh adalah 5,539,000 ha dengan perincian penggunaan tanah
seperti tercantum dalam tabel — 1.~ - . .
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TABEL 1 ,
PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH ISTIMEWA ACEH

m

No. Penggunaan Tanah © Luas Areal Persentase (%)
- Kawaasn hutan . 3282260Ha - (59,25 %)
2. Pertanian Pangan/ '
Tegalan ' +  360.000 Ha (65%)
_ 3. _ Perkebunan besar/
perk. Rakyat + 646740 Ha (116%)
4. Perikanan + 50.000 Ha ' (1%)
5. Padang Pengembalaan :
Temak : * 450,000 Ha ( 8,12%)
6. Perkotaan dan Pemu- ’
kiman/Transmigrasi +  350000Ha (63%)
Danau dan Sungai + .360.000 Ha ( 6,5%)
Laindain {cadangan) £ % 40,000 Ha - ( 3,62%)

Daerah ini mempunyai iklim"tropis. Rata-rata curah hujan tiap tahun adalah
2.280 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan setahun adalah 156 hari. Pantai barat
dan selatan- memiliki hari dan curab hujan per tahun relatif banyak dibandingkan
dengan pantai utara dan timur. Di daerah ini terdapat hutan-hutan yang lebat. Mu-
sim ‘kemarau biasanya'jatuh pada bulan Februari sampai bulan Agustus, sedangkan
musim hujan pada bulan September sampai dengan bulan Januari.

Daerah. Istimewa Aceh terdiri dari 8 Kabupaten, 2 Kotamadya, 133 Kecama-
tan, dan 5.461 gampong, dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 1981
sebanyak 2.637.458 jiwa. Distribusi penduduk tidak merata antara wilayah-wilayah,
yakni 66,05% berada di wilayah pantai utara dan timur dengan luas wilayah adalah
34.61%, sedangkan 21,6% penduduk mendiami wilayah barat dan selatan yang luas
wilayahnya adalah 37,93%, dan 12,35% berdiam di wilayah tengah dengan areal
seluas 27,46% Tingkat pertumbuhan rata-rata adalah 2,93 % setahun. Kepadatan
penduduk relatif jarang yaitu 49 jiwa per Km persegi. Komposisi penduduk menu-
rut kelompok umyr menunjukkan 50% lebih berada dalam usia muda. Keadaan ini
merupakan suatu tantangan dalam penyediaan kesempatan kerja di masa menda-
tang. Sebagian besar penduduk (75,7%) masih hidup di sektor pertanian yang 'masih
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tradisional.

Perincian distribusi penduduk menurut kabupaten dan Kotamadya dapat dilihat
dalam tabel 2 : '
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Propinsi Daerah Istimewa Aceh mempunyai potensi sumber alam yang cukup
banyak, baik sumber bshan galian, sumber hutan maupun sumber lautan. Areal
hutan merupakan sumber yang sangat potensial untuk produksi kayu. Sebagian hu-
“tan fropis yang terdapat di daerali ini masih mungkin dikonversikan untuk areal
pertanian.

L'ihan yang telah dimanfaatkan untuk pertanian dan padang alang-alang untuk
pengembalaan merupakan sumber potensial untuk: makanan temnak, walaupun ma-
sih mempunyai daya tampung (carrying capacity) yang relatif rendah. Sumber air
"bagi penunjangan -pertanian mempunyai potensi yang cukup besar, dengan sungai-
sungai yang bermuara ke pantai barat, timur dan utara. Sungai-sungai tersebut te-
lah membentuk 12 DAS (Daerah Aliran Sungai), 7 DAS bermuara ke utara dan ti-
mur dan 6 DAS lainnya bermuara ke pantai barat. DAS tersebut adalah Kr. Aceh,
Kr. Baro, K1. Meureudu, Kr. Peusangan, Kr. Pase, Kr. Jambo Aye, Kr. Peureulak,
Kr. Singkil, Kr. Kluet, Kr. Tripa, Kr. Merbau, Kr. TeunomjWoyla dan Kr. Sabee,

- Sumbangan sektor-sektor ekonomi (tanpa minyak dah, gas) dalam produk do-
mestik bruto regional (PDBR) Aceh pada harga konstan 1975 menurut lapangan
usaha. masih didominasikan oleh sektor pertanian (56%) yang diikuti oleh sektor
pemerintahan dan pertahanan (14%) dan sektor.perdagangan (13%). Sektor per-
tanian memegang peranan cukup besar, tetapi tingkat pertumbuhannya relatif
rendah. Ini disebabkan oleh kualitas tenaga)kerja yang masih rendah dan penggu-
naan tehnologi masih bersahaja. Tabel'3 memperlihatkan possi dari pada masmg-
masmg sektor dalam produk domesnk reglona] bruto.
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ACEH MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 193¢

TABEL -3
PRODUX DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAERAH ISTIMEWA

(Dalam Rp. T pté)

Harga-harga  Persen- Harga Kon- Persen-

“No Lapangan Usaha Yang berla- tase stan tase

: ku 1980 - % 1975 %

1. f’EItanian, Peternakan, 287.018,59 ~ 61,96 121.54746 56,36 '

- Ketunan dan Perikan- :

- an o
2. Industi 21.357,17 4561 16.476,55 7564
3. Bangunan 2261590 4,89 798666 3,70

" 4. Listrik dan Air Minum 699,70 - 0,15 452,95 - 021 -
5. Pengangkutan danKo- 10.805,59 233 7.51918 348

- munikasi. _ PN _
‘6. Perdagangan besar da 56.732,55%% 12,25 27.89062 1294
eceran. ‘ - S ‘ _
7. Bank dan Lembaga- 1.782,12 0,38 806,12 0,38
" Lembaga Keuangan
lainnya.
Sewa Rumah 7.68367 1,66 224710 1,04
Pemerintahan dan'Per-  52.38544 | 131 29.59296 1373
tanian. _
10.  Jasa-jasa 2.153 48 0,46 1.130,52 0,57
Produksi Domistik
Regional Bruto 463.234,21 100,00  215.650,12 100,00
Sumber : Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Perkembangan ekspor selama Pelita [II (térmasuk gas dan minyak bumi) rata-

rata per tahun sebesar US $ 1.865.248.727. Komoditi yang memegang peranan ter-
besar dalam nilai ekspor daerah ini dalah gas alam cair dan condensate (95 %),
sedangkan komoditi non migas relatif kecil. Komoditi-komoditi yang mungkin
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- dikembangkan adalah karet, kelapa sawit, kopi, kayu dan udang. Kegiatan ekspor
:selama ‘beberapa tahun terakhir ini relatif menurun, baik volume maupun nilai-
nya. Ini tidak hanya disebabkan oleh resesi ekonomi dunia tetapi juga oleh kele-
mahan prasarana dan sarana yang menunjang ekspor. _

Prasarana perhubungan darat terutama ruas jalan antara Banda Aceh dan
perbatasan Propinsi Sumatera Utara serta Meulaboh dan Tapaktuan relatif baik, se-
dangkan ruas jalan lainnya masih dalam kondisi yang kurang baik. Prasarana’ pro-
duksi sudah relatif baik, sedangkan prasarana perhubungan laut terutama dipantai

-‘barat dan selatan berada dalam kondisi yang kurang baik. Prasarana telekomumkam
~‘masih belum menjangkau semua daerah tingkat- . )

Nilai-nilai budaya masyarakat tetap berkembang dan merupakan potensi yang
konstruktif untuk menggerakkan pembangunan. Agama Islam yang dipeluk oleh
masyarakat Aceh merupakan fondasi yang cukup kokoh sebagai wadah pembinaan
mentatuntuk menerima hal-hal baru ‘dan merupakan faktor yang pa]mg utuh dalam

- akselerasi. pembangunan daerah,

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Pembangunan' daerah bertujuan untuk membangun masyarakat di daerah ini
dengan segenap aspirasinya dalam bidang €konom, sosial, budaya, politik, agama
-dan keamanan dalam rangka menunjang pembangunan nasional menuju masyarakat
adil dan makmur yang harmonis berdasatkan Pancasila. Pembangunan Daersh Jang-
ka Panjang akan merupakan upaya-dari masyarakat di daerah ini dalam rangka men-
jamin hubungan antara manusia dengan Tuha;mya,_antara manusia dengan manusia
dan antara manusia dengan dingkungannya, sehingga terdapat keselarasan, keserasian
dan keseimbangan antard.cita-cita hidup di dunia serta kebahagiaan hidup di akhi-

. 1at. _ o _

Pembangunan Daerah Jangka Panjang, bukan saja bertujuan mengurangi kemis-
kinan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan lain-lain, tetapi juga
bertujuan membangun masyarakat dalam bidang mental spiritual, sehingga pemba-
ngunan itu dapat mengenai sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,
sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ﬁerkotaan.

D ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG.

. Umam- _

Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka pembangupan manusia
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat di Daerah Istimewa Aceh dalam
rangka menunjang pembangunan nasjonal. Pembangunan Daerah Jangka Panjang
dilaksanakan secara bertahap. Tujuan setiap tahap pembangunan adalah untuk
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meningkatkan. taraf hidup dan kesejahteraan sefuruh rakyat di Daerah Istimewa
_Aceh serta meletakkan landasan yang kuat ‘untuk tzhap-tahap pembangunan be-
rikutnya. :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemba.ngunan daerah ditempuh kebuak
sanaan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional yaitu de-
ngan berlandaskan pada trilogi pembangunan di mana tekanan yang lebih menonjol
diberikan kepada segi pemerataan di samping pertumbuhan yang cukup tinggi dan
stabilitas yang sehat dan dinamis. Pembangunan Daerah Jangka Panjang diarahkan -
untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi rakyat Aceh agar tumbuh dan ber-
kembang dalam wadah kesatuan bangsa dengan sasaian utama untuk mencapai ke-
seimbangan antara sektor pertanian dan industri dalam rangka mencapai kesejahte-
raan sosial.

Pembangunan Daerah Jangka Panjang harus mampu mengadakan transformasi
struktural dalam bidang ekonomi. Transformasi struktural akanmeningkatkan pro-
duktivitas di sektor pertanian dan sektor industri yang merupakan tulang punggung
pembangunan ekonomi di daerah ini. Pembangunan Daerah Jangka Panjang juga
merupakan transformasi struktural dalam bidang sosial-yang mencakup proses pe-
nyesuaian di semua perangkat kehidupan masyaralat. Transformasi dimaksud ber-
tujuan untuk dapat menghantarkan masyarakat ke arah yang lebih dinamis; tanpa
merybah nilai-nilai fundamental yang perld dipelihara dalam menunjang pemba-

“ngunan. Pengisian nilai-nilai- keagamaan akan lebih_dikembangkan-sebagai suatu

usaha peningkatan kekuatan mental spirftual dalam pembangunan Daerat.

Sumber daya alam dan sumbet daya manusia dimanfaatkan secara rasional, éfi-
sien dan efektif dengan menggufiakan tehnologi maju dan atau tepat guna. Peman-
faatan sumber alam, tidak boleh mengaklbatkan kerusakan lingkungan, yang akan
membawa kerugian kepada kehidupan generasi mendatang.

Perbaikan dan pefnbangunan prasarana dan sarana ekonomi merupakan penun-
jang bagi usaha peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam jangka panjang pemba-
ngunan daerah harus dibarengi dengan pemerintahan yang cukup kuat, stabil, bersih
dan berwibawa. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pengarahan dan bim-
. bingan tethadap kehidupan ekonomi dan sosial budaya serta menciptakan suasana
vang lebih baik bagi perkembangan dunia usaha,

Pembangunan Daerah Jangka Panjang memerlukan partisipasi masyarakat seca-
ra aktif, bukan saja dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan pe-
laksanaan pembangunan itu sendiri: Potensi partisipatif masyarakat perlu digerak-
kan, dan lembagalembaga, baik formal ataupun informal perlu dlajak serta dalam
suasana kegiatan pembangunan.

Pembangunan Daerah Jangka Panjang menghendaki terwujudnya mobilitasi se-
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luruh kekuatan sosial politik, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga ke- -
kuatan dan semangat patriotisme, solidaritas dan tanggung jawab yang telah hidup
dalam masyarakat dapat diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan.

“Semua ini memerlukan investasi yang besar dan berasal dari berbagai sumber,
antara lain dari sumber daerah sendiri, pusat, Perbankan, Koperasi dan ‘tabungan
masyarakat

2. Kebijaksanaan Sektoral
. 8. Bidang Ek_onqmi.

Pembangunan ekonomi mengandung arti menggerakkan potensi ekonomi de-

ngan alokasi sumber secara efisien, sehingga terciptanya hasil nyata yang optimal.

- Kekuatan ekonomi nyata akan diwujudkan melalui penanaman modal, kemampuan

.pengkelolaan, peningkatan mutu sumber daya manusia serta perluasan kesempatan
kerja, dan pemanfaatan teknologi maju dan tepat guna.

Pemanfaatan modal dan teknologi luar akan dipertimbangkan, jika sumber da-
lam negeri tidak tersedia, sepanjang tidak memgikan kepentingan Daerah dan Nasio-
nal. Pertumbuhan ekonomi diusshakan agar lebih besar dari tambahan penduduk
sehingga pendapatan per kapita nyata dapat tenis’meningkat. Seiring dengan ini,
harus pula terjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh lapisan masya-

“rakat. Proses peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dibimbing sedemikian rupa,
sehingga golongan ekonomi lemah dapat berperan secara lebih nyata dalam setiap
kegiatan ekonomi. Jurang pemisahasvarntara daerah pedesaan dan perkotaan harus
diperkecil.

Peningkatan keglatan usaha pembangunan ttdak saja ditujukan kepada pengem-
bangan sarana atau prasarana.yang langsung dapat mendorong penmgkatan produk-
si, tetapi juga harus mencakup pengembangan sektor sosial.

“b.” Bidang. Agama, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Sosml
Budaya

Pembangunan yang diinginkan bukan hanya ekonomi, tetapi juga pembangun-
an spiritual, sehingga kehidupan rakyat benar-benar selaras antara kehidupan dunia
dan akhirat. Jiwa dan semangat keislaman yang dimiliki oleh rakyat Aceh pér]u di-
manfaatkan untuk meningkatkan usaha-isaha pembangunan.

Kebudayaan daerah harus dikembangkan, sehingga dapat menjadi unsur pen-
dorong bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur. Unsur-unsur kebudayaan luar
yang dapat mérusak nilai-nilai kebudayaan bangsa harus dihindarkan. Semangat pat-
riotisme rakyat Aceh perlu diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan dan sifat-
sifat kegotong royongan dalam masyarakat perlu dikembangkan.
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- .c. = Bidang Politik. : : :
Dalam bidang politik pembangtinan Daemh akan dititik beratkan pada peman-
tapan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Un.-
dang-Undang Dasar 1945, sehingga usaha untuk mencapai tujuan Nasional dapat
berjalan lancar. ' : : .

Dalam rangka mencapai sasaran usaha untuk menciptakan, mengkonsolidasikan
dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi untuk memungkinkan terlaksana-
nya proses-proses pembaharuan kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan kea-
daan dengan sistim politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif,
dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional, mewujudkan peme-
rintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa, pengawasan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang semakin efektif serta terwujudnya kesadaran dan
kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin mantap.

d. Bidang Keamanan dan Ketertiban hiagyaraht. _

Selain pembangunan di bidang ekonomi, agama.dan sosial budaya, kegiatan
pembangunan juga ditujukan untuk mempertinggi-kesadaran hukvem, untuk mewu-
judkan ketertiban, keamanan serta jaminan hidup. Pembangunan dalam bidang ini
diperlukan dalam rangka memantapkan kesadaran beregara. :

Pembangunan jangka panjang Daerali Istimewa Aceh akan dicapai secara berta-
hap melalui serangkaian REPELITA Daerah ; ' -

REPELITA I menitik beratkan/pada usaha menghilangkan isolasi Daerah dan
kendala-kendala yang menghambat pembaharuan serta menegakkan wibawa peme-
rintah dengan prioritas diberikan pada perbaikan prasarana ekonomi, permbangunan
pertanian dan irigasi tanpa mengabaikan pembangunan sarana-sarana sosial lainnya.
Repelita I menjadi landasan bagi tahap pembangunan berikutnya.

REPELITA II menitik bemtkan. pada sektor prasarana ekonomi yang menun-
jang perkembangan pertanian, irigasi yang mendukung pertanian dan pembangunan
bidang sosial lainnya. Repelita Il menjadi landasan untuk pembanginan tahap beri-
kutnya. ) '

REPELITA IIT memberi tekanan yang_‘sama seperti halnya dengan Repelita II
ditambah dengan usaha kearah pengembangan industri-industri yang mengolah ba-
han baku menjadi bahan jadi. ' o

 REPELITA IV menitik beratkan pada pembangunan prasarana, sarana dan ins-
titusi dalam rangka pengembangan pertanian terutama diversifikasi, perbaikan mutu
serta meningkatkan ekspor hasil pertanian. Pembinaan sumber daya manusia dan
mengembangkan industr-industri hilir yang terkait dengan tumbuhnya industri.
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kunci: serta mengembangkan industri kerajinan lainnya dalam rangka peningkatan
pendapatan masyarakat.

 REPELITA V diharapkan usaha pembangunan dlarahkan kepada tercapamya
keselmbangan antar sektor ekonomi.

3. Kebijaksanaan Spatial

~ Seclain kebijaksanaan sektoral, kebijaksanaan ragional juga pedu. dilaksanakan
dalam rangka memperkecil ketimpangan regional & Daerah Istimewa Aceh. Ketim-
pangan pembangunan dan ketimpangan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dapat
diperkecil dengan pendekatan pembangunan yang terpadu, bukan saja secara sekto-
ral tetapi juga secara regional. Karena itu, Daerah Istimewa Aceh perlu dibagi atas
beberapa wilayah pembangunan, sehingga memungkinkan pengembangan wilayah
secara infegral yang dapat dikaitkan dengan pembangunan sektoral. Demi terwujud-
nya kordinasi pelayanan yang lebih terpadu, maka wilayalispembangunan harus di-
kaitkan dengan wilayah administrasi pemerintahan. -

Ruang lingkup suatu wilayah pembangunan, selainuntuk memenuhi kebutuhan
wilayah itu sendir juga mencakup kegiatan-kegitan ydng memenuhi kebutuhan wi-
layah lain serta kebutuhan-kebutuhan nasional dan internasional. Dengan demikian
perdagangan antara. wilayah dalam propinsi ataupun dengan luar daerah dapat di-
mungkinkan, sehingga arus pertukaran barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan
lancar. Masing-masing wilayah dapat berkembang secara wajar dan rasional sesuai
dengan sumber daya alam (resource base) yang tersedia dan keadaan sosiokultural
yang hidup dalam masyarakat, o

Keuntungan yang diperoleh dengan adanya wilayah pembangunan adalah seba-

gai berikut : _

.a.  Penciptaan pembangunan yang lebih seimbang antar masing-masing wﬂayah

b. Perencanaan 'dan realisasi eksekusi rencana program pembangunan yang sesuai
dengan pola-pengembangan wilayah.

¢. Kordinasi dan konsistensi usaha pembangunan dapat diusahakan secara mak-
simal. .

d. Pembentukan wilayah pembangunan membantu untuk merea]isasikan efisiensi
usaha dan pemerataan hasil pembangunan. .

Pembagian wilayah pembangunan perlu disesuaikan dengan tingkat kemajuan
pembangunan Daerah, Pembagian wilayah Aceh dalam beberapa wilayah pemba-
ngunan didasarkan kepada beberapa kriteria sebagai berikut : '

"a. Dominasi pola produksi dalam suatu wilayah.
b. Penggunzan prasarana perhubungan dalam rangka interaksi ekonomi dan sosial.
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Sumber daya alam serta kemungkinan pemanfaatannya.

Arus pengembangan penduduk dan migrasi, '

Kondisi sosio-kuttural yang lebih seragam.

Batas-batas administrasi pemerintahan yang dapat terjangkau dan tersedianya
paling tidak satw pusat pelayanan utama untuk setiap wilayah pembangunan,

- atau adanya kemungkinan pengembangan lebih Ian}ut pusat peiayanan yang te-

lah ada.
Kemungkinan pengembangan wﬂayah pembangunan sebagai suatu kekesatuan

- daerah perencanaan.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka Daerah Aceh dibagi atas 4 Wilayah

Pembangunan, yaitu :

a.

Wilayah Pembangunan I (WP—I)

“Wilayah Pembangunan I (WP-I) ini terdiri dari Kabupaten Daerair Tingkat I1

Aceh Barat dan Aceh Selatan dengan pusat pengembangannya adalah Meulaboh
dan pintu gerbangnya adalah pelabuhan Susoh.

Wilayah Pembangunan IT (WP—II)

Wilayah Pembangunan I (WP—II) ini mencakup Kabupaten Daerah Tingkat (I
Pidie. Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, Kotamadya Banda Aceh dan
Sabang, dengan pusat pengembangannya ddalah Banda Aceh dan pintu gerbang-
nya adalah Pelabuhan Malahayati dan.Sabang.

“Wilayah Pembangunan IIT (WP—IIT)

Meliputi Kabupaten Daerzh Tingkat II Aceh Timur dan Kabupaten Daerah
Tingkat I Aceh Utara dengan pusat pengembangannya di Lhokseumawe dan
pintu gerbangnya pelabuban Krueng Geukuh dan pelabuhan Langsa.

Wilayah Pembangunan B{WP—IV)

Meliputi Daerah_ Tingkat IT Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, Pusat pemba-

~ngunannya WPV adalah Takengon, dengan pintu gerbangnya Lhokseumawe.

Orientasi pengembangan wilayah tidak hanya memerukan fasilitas di bidang

eckonomi tetapi juga memerlukan berbagai macam fasilitas sosial lainnya, sehingga
mampu menjalin hubungan komplementaritas dan ketergantungan satu dengan
yang lain. Pengutamaan beberapa program yang memiliki nilai ekonomi yang strate-
gis di dalam suatu wilayah pembangunan perlu diselaraskan dengan perkembangan
sektor-sektor lainnya di wilayah tersebut.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berimbang, terutama antara

Aceh dengan Sumatera Utara, dan Sumatera Bagian Tengah, maka kerja sama antar
daerah perlu ditingkatkan. Keqa sama dimaksud menyangkut dengan penyempur-
naan prasarana dan fasilitas penunjang masingsmasing wﬂayab
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E. CATATAN

Pola Umum Pembangunan Daenih Jangké'Panjang ini merupakan landasan po-
* kok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah yaitu
Pola Umum Pelita IV Daerah Propms1 Deerah Istimewa Aceh. » )
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BAB II

POLA UMUM PELITA IV DAERAH
' A. PENDAHULUAN

Pelita IIT telah mencapai hasil-hasil yang positif, sehingea keadaan sudah lebih
mantap untuk pembangunan Pelita IV sebagai pelaksana tahap IV dari pola Umum
Pembangunan Daerah Jangka Panjang, ,

Dalam Pelita TV sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Pelita TII akan diting-
katkan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, baik Iahir maupun
bathin, mendorong pembagian pendapatan yang lebih merata dan memperluas ke-
sempatan kerja. Pelita IV akan melanjutkan pemerataan pembangunan antara dae-
rah tingkat II, peningkatan produksi pangan baik kualitas maupun kuantitasnya,
pengembangan kemampuan golongan ekonomi lemah, koperasi, perbaikap mutu
pendidikan, dan perluasen pelayanan kesehatan dan sebagainya. Pelita IV meliputi
jangka waktu 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989,

“Implementasi pelaksanaan Repelita IV Daerah adalah penerapan hubungan
pembangunan Nasional yang disesuaikan dengan kondisi Daerah seperti Panca Krida
Kabinet Pembangunan IV dan Trilogi Pembangunan Nasional »*

BB TUJUAWNW

Tujuan pembangunan selama Pelita I'V-adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kébahagiaan hidup materiil dan spiritval dunia
akhirat dan diridhai oleh Allah\Yasig Maha Kuasa.

2. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta sarana lainnya
dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga tercapai ke-
seimbangan pertumbuhan antar sektor dan keseimbangan lingkungan hidup un-
tuk memperkuat landasan pembangunan selanjutnya.

3. Meningkatkan Keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor, da-
lam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata dan meningkatkan keter.
kaitan pembangunan (Ekonomi, Politik, Sosial Budaya ketertiban keamanan)
di Daerah Istimewa Aceh.

4. Memantapkan keseimbangan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rak-
yat, sistim tara ruang dan tata guna tanah secara lebih terarah dan terpadu.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan situasi dan perkembangan pembangunan, mak_a pertu diberikan
“prioritas pembangunan, yaitu
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1. '-Penmgkatan dan peruasan Pembangunan prasarana ekonomi yang didukung
oleh pembinaan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan dae-
rah pada umumnya terutama sektor pertanian, sektor industri dan sektor-

_ sektor lainnya, serta pengembangan wilayah pembangunan secara terpadu.

2. Pembangunan pertanian melalui peningkatan mutu, disamping peningkatan
produksinya.

3. Pembangunan bidang sosial pada ;Jmumnya yang meliéuti pendidikan, peman-
tapan hidup beragama, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya.

'D. ARAH DAN KEBUAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

iI. Umum :

_ Dalam Pelita IV, arah dan k’ebijaksanaan'yang ditempuh selama Pelita 111 perlu
dilanjutkan dan ditingkatkan agar makin nyata dapat dirasakan peningkatan taraf
hidup, kecerdasan, kesejahteraan' yang makin merata bagi' seluruh Iapisan masyara-
kat. .

Pelaksanaan pembangunan tersebut harus beqalan bersama-sama dengan pembi-
naan stabilitas daerah yang sehat dan dinamis baik di bidang pOhtlk maupun eko-
. nomi, karena kekacauan dalam masyarakat dan‘kegoncangan ekonomi akan meng-
hambat pelaksanaan pembangunan, Pelaksanaan pembangunan disamping mening-
katkan pendapatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, dalam rangka me-
wujudkan asas keadilan sosial, sehingga’pembangunan tersebut tidak hanya dituju-
kan untuk meningkatkan produksi, melainkan pola untuk mencegah melebarnya
jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin baik di kota maupun di desa. Ber-
dasarkan kenyataan-kenyataan selama Pelita ITI, maka arah dan kebqakmnaan pem-
bangunar dimasa mendatangperlu lebih dxmantapkan '

2, Kebuaksanaan Sektoral

a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tingg, perlu dipertahankan dengan me-
. naikkan produksi dan jasa di berbagai sektor pembangunan ekonomi yang
. meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi serta laindain, de-

. ngan tetap berorientasi pada perluasan kesempatan kerja. Usaha-usaha
mempercepat laju pembangunan pedu didukung oleh peningkatan peman-
fastan teknologi, disamping peningkatan pemanfaatan sumber-sumber
pembangunan lainnya. Pembangunan pertanian dalam arti luas perlu di-
tingkatkan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan produks: perta-
nian untuk memperbanyak surplus pangan dan meningkatkan produksi ta-

" naman perdagangan baik untuk pasar dalam negeri, maupun ekspor, serta
meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, mendo-
rong swadaya prakarsa dan peranan serta dari seluruh masyarakat
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. . Perkembangan sektor industri tidak terlepas dari pembangunan sektor- -
. sektor lainnya. Peranan sektor industri adalah untuk memperluas lapangan

_ kerja men,,hasﬂkan barang-barang vang diperlukan oleh masyarakat dan
'oleh sektor-sektor lain, serta menghasilkan devisa, Industri yang terus akan
dxkembangkan dalam Pelita TV adalah industri-industri yang menunjang
sektor pertanian, industri kerajinan dan ekstiaktif,”

Pelaksanaan berbagaz program pembangunan daerah memerlukan sumber
- pembiayaan yang:besar dan terus ‘menerus sedangkan kemampuan daerah
untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah relatif terbatas.
Dalam hal ini penerimaan pembangunan dari bantuan pusat baik melalui
program-program Inpres maupun program sektoral perlu ada penambahan
mengingat potensi daerah ini yang cukup banyak yang amat membantu
perkembangan ekonomi nasional secara keseluruhan.

~ Proses periumbuhan Industn kuncn d1 Wilayah Aceh Utara d.xsampmg
- memberikan berbagai macam keuntungan, juga telak menimbulkan dualis-
“ me ekoniomi dan tehnologi. Keadaan ini telah meneiptakan daesah-dnerah
inti berkembang pesat, sedang daerah-daerah sekitarnya relatif belum ber-
"kembang Untuk mengatam hal ini mdustn Kunci tersebut secara bersama-
sama harus memberi perhatlan terhadap’ pembangunan daerdh ini, teruta-
ma daerah pedesaan yang berdekatan dengan mdustn tersebut '

. I_angkah langkah untuk mendorong ekspor barang baerang diluar mmvak
" dan gas bumi perlu dltmgkatkan nntuk meningkatkan pendapatan dan per-
' _luasan kesempatan ketja, di samping untuk mepambah penerimaan devisa
bagl negdra. Untuk ituperlu diperuas pasaran dan ditingkatkan . daya

‘saing barang«bara_ng ekspor itu di luar negeri dengan jalan meningkatkan
efisiensi produksi, memperbaiki mutu bdrang, memperlancar angkutan,
dan mempermudah prosedur,

Perluasan kesempaian kerja terutama di daerah pedesaan merupakan ke-
butuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan

- dan dimantapkan langkahJangkah untuk mendorong peruasan kesempat-

an kerja, baik bersifat sektoral, maupun regional. Keseluruhan kebijaksa-

. naan tersebut ditujukan untuk memperluas lapangan kesja baru sepadan

.+ dengan pertambahan angkatan kerja, serta mengurangi pengaigguran yang

- ‘ada ‘dengan lebih mempercepat Iaju pertumbuhan 1apangan kera di luar
sektor ‘pertanian. -

Dalam rangka perluasan kesempatan keqa serta mencegah masalah penye-
- baran’ penduduk, pemindahan penduduk antar daexah tmgkat I yang kele-
" ‘bihan tendga’ ketja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja melalui prog-
' 'xam pemuk:lman kembah penduduk perlu dstmgkatkan D; sampmo itu per-
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. lu diberi perhatian yang lebih besar kepada pembinaan usaha tani, usaha
industs di daerah-daerah pemukiman baru.

Program transmigrasi dan transmigrasi lokal dilaksanakan secara terarah
dan terpadu dalam hubungan dengan pememtaan pembangunan daerah.
Usaha transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan integrasi nasional bu-
kan saja dalam arti ekonomi, tetapi juga sosial budaya.

. ‘Pengembangan pariwisata adalah dengan memperkenalkan kebudayaan,
‘keindahan alam, kepribadian daerah, kepada masyarakat wisatawan, dan

. sekaligus dapat memperiuas lapangan kerja, serta meningkatkan penda-

-patan masyarakat. Untuk menunjang sektor ini perlu perencanaan yang
terpadu dengan sektor-sektor Jain.

Dalam rangka usaha pemerataan pembangunan ke seluruh daerah tingkat
If, maka akan dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pem-
" bangunan pedesaan yang diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja
pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan per-
kotaan yang sehat, serta meningkatkan kemampuan penduduk usntuk
memanfaatkan sumber kekayaan alam. Dalam hubungan ini berbagai ke-
bijaksaneaan dan program pembangunan sektoral, program daemh tingkat I,
. program Inpres dan program lainnya pedu diserasikan untuk pengembang-
an potensi dan mengatasi permasalalian-permasalahan di masing-masing
daerah tingkat I1. Usaha pembdigunan lebih ditingkatkan dan diperluas
untuk memperbaiki penghasilan - kelompok-kelompok masyarakat yang
_ berpenghasilan rendah seperti nelayan, pengrajin, petani penggarap, petani
memilik yang tanahnya, sangat kecil, buruh tani dan sebagainya dalam
mngksa makin memefatakan pembangunan dan hasil hasilnya, dengan jalan
- memperkuat permodalan, meningkatkan keahlian dan kemampuan serta
memperluas pemasaran, -

Pembinaan dunia usaha terutama pengusaha golongan ekonomi lemah ter-
masuk Koperasi agar mampu memegang peranan sebagai tulang punggung

perekonomian daerah, dalam rangka menciptakan pemexataan kese;ahtera- o

an rakyat dan memperfuas kesempatan berusaha.
Untuk itu perlu ditingkatkan keahlian dan kemampuannya serta penyecua
an kredit yang memadai.

Pengolahan sumber alam dan lingkungan hidup dia.tahkan agar dapat mem-

berikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap

mempethatikan keseimbangan dan kelestarian, sehingga akan tetap ber-
manfaat bagi generasi-generasi mendatang .

~ Untuk ini reboisasi dan penghijavan serta pengembalian pada fungsi yang

" seharusnya dari sumber-sumber alam dan lingkungan hidup yang mengala-
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- mi kemunduran dan kerusakan perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

Pembangunan bidang ekonomi telah memperlihatkan hasil positif

L terhadap pembangunan bidang sosial. Hal ini terlihat dengan semakin me-

ningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk mempéeriuas
tersedianya sarana-sarana agama, prasarana-prasarana dan sarana pendidi-
kan, kesehatan, perumahan dan sebagainya.

. Usaha ini perlu diperluas dan ditingkatkan. Pembinaan dan peningkatan

ketagwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa memupakan modal utama yang
tidak ternilai harganya dan tidak terpisahkan dari proses pembangunan.

Dengan makin meningkat dan kompleknya pembangunan semakin perdu
ditingkatkan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan serta pe-
ngawasan, yang dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang
tinggi dari aparatur perencanaan, pelaksana dan aparatur pengawas. Un-

"tuk itu perlu ditingkatkan peranan lembaga perencanaan dan pengawasan

di daerah tingkat II.

. Kebijaksanaan Spatial

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan Spatial Daerah

. Istimewa Aceh di kelompokkan kedalam ‘empat wilayah pembangunan (WP)

yaitu

a
“"+ Terdiri dari Daerah Tingkat I Aceh Barat dan Aceh Selatan dengan kegi-

Wilayah Pembangunan I (WP-I)

* - atan didominasi pada pangan dan kemungkinan diversifikasi tanaman pa-

~ pintu gerbang adalah/'pelabuhan Susoh.

ngan, export dan pertambangan. Pusat pertumbuhan adalah Meulaboh dan

Wﬂayah'Pembangunan I (wp—I)
Mencakup (Daerah Tingkat II Pidie, Aceh Besar, Kotamadya Banda Aceh
dan Kotamadya Sabang derigan dominasi pangan serta kemungkinan diver-

- sifikasi tanaman pangan dan pengembangan petemakan, Wilayah ini mem-

punyai pusat-pertumbuban Banda Aceh dan pintu gerbangnya adalah pela-
buhan Melahayati dan Sabang.

Wilayah Pembangunan 11 (WP-11I)
Meliputi Daerah Tingkat II Aceh Timur dan Aceh Utara dengan potensi

perkembangan pertambangan, industri dan pertanian (pangan dan export
serta perdagangan) didalam wilayah ini terutama di Utara akan berkem-

~ bang suatu kawasan industri raksasa yang akan berpengarubr besar terha-

dap bangunan nasional dan daerah.

- Dimasa mendatang wilayah ini, akan menjadi suatu manufakturing areal
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yang penting di Indonesia.
- Wilayah ini mempunyai pysat pertumbuhan Lhokseumawe dan pmm ger-
bangnya pelabuhan Krueng Geukuh dan pelabuhan Langsa.

‘d.  Wilayah Pembangunan IV (WP—1V)
Meliputi Daerah Tingkat II Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Potensi yang
dikembangkan adalah tanaman pangan dan tanaman export, perikanan da-
rat, pertambangan, kehutanan dan industri hasil hutan serta industrdi pari-
wisata. Pusat pertumbuhan WP~IV adalah Takengon dengan plntu ger-
bangnya Lhokseurnawe).

Tujuan pembagian wilayah semacam itu adalah dalam ussha untuk lebih me-
ningkatkan dan melancarkan pembangunan daefak dan pedesaan. Dengan demikian
berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan sektoral dan daerah akan lebih
diserasikan dengan potensi dan permasalahan masing-masing daerah. Daerah-daerah
minus dan terisolir perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam rangka per-
luasan daerah-daerah pertanian. Demikian juga pengembangan daerah yang kurang
penduduk dan daerah-daerah transmigrasi. Berkaitan dengan itu semua, pemba-

ngunan prasarana ekonomi dan sosial secara lebih merata keseluruh wilayah perlu
dilaksanakan dan ditingkatkan. °

E. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

ERKONOMI

1. Pertanian dan Pengairan,

a. Perianian.

1). Pertapian tanaman pangan.

a).

b).

d).

Pengembangan komoditi padi, palawija dan hortikultura di suatu
wilayah yang sesuai dengan potensi dan pola tanam yang ada di

wilayzh bersangkutan, serta mengikuti Pola Wilayah Kerja Balai

Penyuluh Pertanian (WKBPP) Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian
(WKPP) dan Wilayah Kelompok (Wilkel).

Usaha pengembangan komoditi padi, palawija, dan hortikultura
dilaksanakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan
rehabilitasi, melalui peningkatan usaha tani keluarga dengan tidak

.. .menutup kemungkinan usaha tani padat modal.
c)

Pemanfaatan tanah pekarangan hendaknya ditujukan sebagai lum-
bung hidup, apotik hidup, dan dapur hidup.

Pengembangan produksi di suatu wilayah diarahkan mengikuti -
usaha-usaha perbaikan tehnologi lepas panen pengembangan be-.
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2).

3).

nih dan bibit, protekéi tanaman, pembinaan kelestarian dan pe-

manfaatan sumber daya alam. Disamping itu akan diusshakan

- pengembangan mekanisasi secara selektif, peningkatan informasi

dan penyuluhan, serta pembinaan usaha tani.

Penanganan pasca panen di tingkat petani dilaksanakan dalam
rangka menjamin kelangsungan peningkatan kuantitas dan kuali-

tas produksi di suatu wilayah, yang sckaligus menjamin adanya

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Peternakan.

aj.

- b).

d).

'Pengembangan_ dan peningkatan ternak potong (sapi, kerbau) se-

bagai sumber protein, komoditi ekspor, diusahakan dengan me-
ngintensifkan pemanfaatan lahan (padang alang-alang) yang ter-
sedia dan sumber nabati lainnya,

Usaha memenuhi kebutuhan hasil ternak-daging dan ternak perah

untuk industri-industri besar di Aceh,perly meningkatkan kuali-
- tas produksi petemakan dengan .jalan pengadaan bibit ternak

unggul dan kegiatan inseminasi-buatan secara terpadu.

Kegiatan masyarakat dalam usaha peternakan, pengadaan sarana
produksi ditingkatkan dengan harga yang teqangkau oleh masya-

rakat,

Peningkatan peftanfaatan limbah industri dan limbah pertanian
sebagai bahanmakanan ternak.

Perkebunan

a).

b).

Pengembangan produksi perkebunan dilaksanakan dengan pola -
Unit Pelaksana Proyek (UPP), dan Pola Perkebunan Inti Rakyat

\(PIR) atau Neucleus Fstate (NES) serta pola terarah, selektif da-

erzh yang belum terjangkau.

Pengembangan - produksi dititik beratkan pada komoditi yang
mempunyai harga yang relatif lebih baik,

Bagi komoditikomoditi yang selalu menggunakan tanah-tanah

- baru yang berakibat negatif diarahkan pada usaha intensifikasi

dan diversifikasi.

. Pengembangan produksi kopi dititik beratkan pada pembinaan

usaha intensifikasi dan Rehabilitasi.

-Pengembangan wilayah dengan usaha perkebunan swasta/nasio-
- nal diberikan insentif yang lebih menarik dengan mengikut ser-
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4,

2).

b).
- tingkatkan untuk mencegah siklus tebang yang tidak sesuai de-

c).
d).

2)-

h).

takan rakyat/petani.

“Tanah-tanah dan kebun-kebun swasta yang terlantar ditertibkan

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pengembangan perkebunan rakyat tradisional seperti pala, nilam,
sereh dan lada.

:Kehutanan. -

a),

Usaha untuk menjamin kelestarian dan pemanfaatan hutan serta
pemantapan jangka waktu pemulihan tegalan, maka inventarisasi
hutan dan penelitian perlu lebih ditingkatkan.

Pengawasan di areal-arcal Hak Pengusaha Hutan (HPH) perlu di-

ngan ketentvan, Di samping itu areal kosensi yang sudah tidak
normal dan tidak merata potensinya, akan dilaksanakan pembe-
rian jatah tebang secara ketat.

Industri hasil hutan benarbenar diarahkan kepada industri ter-
padu.

Pengembangan suaka alam dan hutan wisata, tertutama pengem-
bangan kawasan konservasi. (Taman Nasional Gunung Leuser)
diharapkan tidak hanya bertujuan konservasi semata-mata, me-
lainkan juga bagi kepehtingan pendidikan, penelitian dan rekreasi.

Pemanfaatan, kelembagaan, status hukum, tata guna hutan kese—
pakatan dan‘inventarisasi hutan atas dasar klasifikasinya perlu di-
intensifkan-guna tercapainya pembinaan hutan yang lebih baik.

'Peningkatan partisipasi masyarakat dalam usaha reboisasi, peng-

hijean dan rehabilitasi tanah kritis di Wilayah tertentu perla
diintensifkan. :

Pola pehgembangan dan pengkelolaan daerah aliran sungai (DAS)
secara terpadu perlu disempurnakan karena sangat membantu
pengembangan suatu wilayah.

Penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi hutan dengan sega-
Ia aspeknya, perfu dmngkatkan dalam rangka mengatasi meluas-
nya tanah-tanah kritis.

Pembinaan ekonomi masyarakat, vang berkaitan dengan pembi-
naan usaha tani menetap, akan dikembangkan agroforestri (hutan
Kayu Bakar, silvi kuntura dan hutan rekreasi, yang sekaligus di-

lakukan pembinaan terhadap koperasi yang bergerak di bidang- _
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bidang hutan. ‘
7). Pengawasan untuk melindungi hutan dan berbagai gangguan,
: -perlu ditingkatkan melalui pembinaan polisi kehutanan, penye-
bar luasan undangundang, menegakkan -disiplin hutan dan rasa
cinta alam dan hutan.

5) Perikanan

a) - Dalam rangka mengembangkan pembangunan perikanan dltem-
. puh melalui cara-cara :

(I) ~ Intensifikasi usaha yang diarahkan pada budi daya ikan
© - kolam (tambak) dan sawah. _
(2) — Ekstensifikasi usaha yang diarahkan pada budi daya ikan
: kolam air tawar, dalam kaitan pemanfaatan tanah peka-
rangan,
" (3) — Modernisasi dan motorisasi usaha peniangkapan ikan faut,
dengan mempertimbangkan, kelestarian ekologi lautan,
| dan. ; ; .
(4) — Diversifikasi usaha“dalam rangka penganekaragaman
o usaha nelayan baik vertikal maupun horizontal.

*,.b). Dalam kaitan pengembangan perikanan, kerja sama dengan sektor
lain seperti industsi, pekerjaan umum, perdagangan dan koperasi,
pendidikan, perbankan dan bahkan perlu dibina dan ditingkatkan,

o '¢). Peru diatur pola penggunaan sawah untuk petemakan ikan dalam
rangka diversifikasi usaha tani.

d). Pengamanan tentang penggunaan msektlsula peru diintensifkan
untuk mencegah musnahnya nukrobm/]asad hidup (ikan) yang
ada di sbatu wilayah.

e). . Keseimbangan lingkungan "hutan panta1 dan pencegahan permo-
tongan hutan bakau perlu dipertahankan dan dijaga terus-me-
nerus.

b. [Irigasi dan Pengairan. .

‘1) Pembangunan irigasi baru yang perencanaannya telah dilakukan dalam
Pelita I dan melanjutkan pembangunan irigasi yang belum selesai,
untuk mendukung pembukaan dan pemanfaatan areal pertanian yvang
baru dalam rangka meningkatkan produksi-pangan teruiama beras.

2) Untuk memanfaatkan air yang tersedia secara optimal maka jaringan
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3)
a

5)

6)

tertier dan kuarter perlu terus ditingkatkan,

Peningkatan kesadaran, kemampuan (ian partisipasi masyarakat dalam

‘nszha-usaha pemekiharaan saluran-dan pengkelolaan pengairan, serta
‘penggunaan air secara efisien, antara lain dengan membina dan me-

ngembangkan kelompok-kelompok petani pemakai air.

Pengembangan daerah rawa perlu ditingkatkan dengan tujuan untuk
memperluas areal pertanian. Dengan kegiatan tersebut rawa-rawa
yang tidak produktif dapat dikernbangkan menjadi daerah pertanian
baru yang berupa irigasi reklamasi rawa,

Untuk pengamanan daerah pemukiman penduduk serta daerah perta-

nian maka usaha pengaturan dan pengamanan sungai perlu lebih di-
tingkatkan dan dikembangkan. :

Pengatufan tata guna air untuk air bersih/air minum, air untuk keper-
luan pertanian, untuk keperluan industri serta pembangkit tenaga

listrik, '

Industri

a.

Memperbaiki struktur ekonomi daerah dan untuk meningkatkan ke-
terkaitan dan keterpaduam/antar sektor dalam rangka memperkuat
perekonomian daerah, '

Mengembangkan industri terutama industri hilir, yang mempunyai
prospek varg baik unfuk berkembang dalam rangka usaha memperbe-
sar dampak ekonomi dari pertumbuhan industri kunci.

Mengusahakan penyusunan rencana induk dan rencana terperinci serta
terbinanya kordinasi pembangunan yang serasi dan terpadu bagi pe-

‘ngembangan kawasan industri kunci.

Membantu usaha di bidang industri kecil dan kerajinan yang memiliki
prospek untuk berkembang terutama dalam bidang management,
permodalan, pemasaran, tehnologi produksi, perbaiken mutu barang
hasil dan sarana penunjang lainnya dalam rangka untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat di pedesaan.

Membantu perkembangan industri pengolahan hasil pertanian ekspor
yang mengalami kemerosotan permintaan dar Inar neger.

Meningkatkan lebih lanjut peranan KADIN dalam rangka menunjang
pembangunan sektor industri.
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3. Pertambangan dan Energi.

. @ Pertambangan.

-1} Pengembangan dan pembangunan sektor pertambangan dibarap-
" kan dapat menimbulkan- proses pengkaitan, baik secara vertikal
mulai tahap kegiatan hulu sampai hilir maupun secara horizontal
dengan menumbuhkan industri-industri sampingan. Datam hal ini
_ daerah dapat berperan antara lain berupa penyediaan tanah, tena-

ga kerja, bahan baku atau penolong dan jasa-jasa lainnya.

2) Peningkatan penelitian sektor pertambangan dan galian dalam
rangka pemanfaatan potensi secara lebih optimal untuk kepen-
tingan pembangunan baik nasional mavpun daerah.

3) Pengkelolaan sektor pertambangan perlu diserasikan dengan pem-
- bangunman daerah disertai peningkatan pengawasan terhadap pen-
cemaran lingkungan. '

4} Usaha pertambangan rakyat perlu ditingkatkan yang produksinya
dimanfaatkan didaerah ini dan daemh-daerah lain untuk kebutuh-
an bahan baku sektor indusiri damsektor-sektor lain.

b. Energi

1) Usaha diversifikasi sumber energi, maka perlu diadakan penelitian
tentang kemungkinan-pengembangan sumber-sumber energi lain-
nya seperti tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga

“uap dan sebdgainya. ,

2) Penelitian\ kemungkinan pembangunan tenaga listrik dengan
menggunakan tenaga air atau uap terutama untuk daerah Lhok
Seumawe dan Banda Aceh; sehingga dapat mendorong pertum-
buhan ekonomi dan industri.

3) Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik dan' jaringan
_transmisi serta jaringan distribusi bagi kota-kota kabupaten dan

- kota madya dan kota-kota kecamatan.

4) Listrik masuk desa perln lebih ditingkatkan lagi untuk mendo-
rong kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan.

4. Perhubungan dan Pariwisata

a. Perhubungan

1} Jalan/Jembatan
Pada akhir Pelita IV seluruh jalan arteri di daerah ini diharapkan
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telah dapat ditingkatkan, yaitu :

() Jalan arteri antara lain terdiri dari :

. (1) Jalan Banda Aceh — Lhokseumawe -- Batas Sumut.
- (2) Jalan Banda Aceh — Meulaboh — Batas Sumut
.. (3) Ialan Bireun — Takengon — Kutacane — Batas Sumut,
dan
(b) Jalan kolektor antara lain terdiri dari :
(1) Jalan Beuréunun — Tangse — Geumpang — Tutut —
Meuilahoh. '
(2) IJalan Simpang Teut — Jeuram — Beutong Ateuh —
Kuyun — Takengon.
(3) Peureulak — Lokop — Pining — Blang Kejeren -- Tra-
ngon — Blang Pidie.
(4) Kr. Raya — Seulimum — Tangse dan Lintas Simeulu.

. Demikian pula sebagian besar jembatan kritis dan rakit penyebe-

rang telah tidak ada lagi jalan-jalan kolektor akan diperkembang-
kan pula sesuai dengan kebutuhan, terutama jalan yang menghu-
bungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah pembangunan. Perlu-
asan -angkutan pertumbuhan .wilayah pembangunan. Perluasan

- angkutan - penyebrangan, 'lalu lintas angkutan sungai, pengem-

bangan. armada baik angkutan darat maupun angkutan sungai,
dan pengawasan lalu lintas jalan raya perlu ditingkatkan.

. Peranan swasta dalam bidang usaha transportasi akan dikembang-
- kan kecuali\bila secara ekonomis belum menguntungkan akan

2)
Peningkatan fungsi pelabuhan—pelabuhan di pantai utara dilaksa-
“nakan melalui usaha peningkatan sarana, prasarana dan pelayan-

- an. Untuk pelabuhan-pelabuhan di pantai barat dan selatan selain

3)

diusahakan pengangkutan yang d]lakukan oleh negara {perintis).

.Perhubungan Laut

peningkatan pelayanan perintis diusahakan pula rencana pelabu-
han yang secara fungsional berkatagorikan pelabuhan kolektor.

Perhubungan Udara

Pelabuhan udara dan pelabuhan udara perintis yang telah ada
akan terus dikembangkan. Pelabuhan-pelabuhan udara perintis
yang secara ekonomis menguntungkan akan ditingkatkan menjadi
pelabuhan Udara. Di samping itu akan diusahakan pula pembu-
kaan beberapa pelabuhan perintis bagi. daerah-daerah terpencil.
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4)

5)

6)

Kereta Api

Jalan kereta api yang sekarang ini dalam keadaan tidak berfungsi
lagi, akan diusahakan untuk dipulihkan kembali sesuai dengan
keadaan dan kebutuhan pengangkutan. Peningkatan akan dilak-
ganakan mulai dari Besitang sampai dengan Banda Aceh.

Pos dan Giro

_ Pembangunan sektor i inj diusahakan agar sebaglan besar kecamat-

an sudah dapat dilayani oleh kantor pos, kantor pos pembantu
dan sebagainya. Bila pembangunan sebuah kantor pos pembantu

" belum dimungkinkan, maka akan diusahakan untuk dapat dila-

yani oleh sebuah rumah pos

Telekomumkas1

‘Pelayanan telekomunikasi akan diperluas terutama jasa telepon

dan telek untuk menun]ang sektor-sektor ‘ekonomi dan sektor
lamnya ' :

Panvnsata

.

2)

Dalam 1angka pengembangan pariwisata perlu dibuat suatu mas-

-terplan pembangunan’ kepanwmataan seliingga pembangunan dan

pengembangannya -di-masa” mendatang dapat mencapal sasaran
yaitu : mempeérkenalkan alam' dan kebudayaan daerah, mening-

katkan penerimaan devisa bagi negara, memperluas lapangan kerja

serta meningkatkan -pendapatan’ inasyarakat. Sebelum berkem-

“bangnya patiwisata untuk ‘wisatawan luar daerah atau luar negesi,

periu dikembangkan pariwisata untuk wisatawan lokal.

Dalam hubungan dengan persiapan pengembangan pariwisata per-
ln' diambil langkahdangkali antara lain keg:atan promosi, penye-
diaan sarana dan prasarana serta lainlainnya yarig ada hubungan

" dengan kepanwxsataan

§.  Perdagangan dan Koperasi

Perdagangan

1

2)

Pembangunan. sektor perdagangan bertUJuan untuk - :

Meningkatkan mutn sarana pemasaran dan menyempurnakan sa-

“rana penyampaian informasi pasai agar dapat tersebar secara
luas; cepat'dan dalam waktu yang tepat.--

‘Membina ke arah terwijudnya suatu sistem tata niaga yang efisien
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. terutama_terhadap komoditi ekspor yang lemah, dalam rangka
. mendorong usaha pemngkatan produks1 dan pendapatan masya-
" rakat di pedesaan.

3) Melanjutkan dan meningkatkan. pembinaan dan pengembangan
daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Sabang agar dapat
berfungsi sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 3 dan 4 tahun
1970. .

4 'Membma sistim perdagangan “yarig dapat merangsang pengem-
o bangan dunia usaha dan dapat menghindari timbulnya persaingan
' yang tidak sehat diantara berbagai bidang dan bentuk usaha.

5) Memanfaatkan sumber-sumber dibidang perdagangan secara opti-
" mal untuk menciptakan Kesempatan Kerja yang lebih luas dan
" merata di seluruh daerah, terutama disebabkan cleh adanya per-
kembangan industsi kunci yang pesat.
6) Perlu meningkatkan peranan KADIN+«dalam rangka pembinaan
dan pengemban_gan sektor perdagangan.

b. Perkoperasmn
Kebqaksanaan pembangunan perkoperasian adalah

1) Usaha pengefektlfkan pembinaan koperasn sebagal salah satu fu-
lang punggung ekonomi nasjonal.

2) Pembinaan kelembagaan koperasi dltmgkatkan dan diperluas se-
hingga menjangkau seluruh pelosok daerah.

3) Peningkatan dan perluasan kegiatan latihan perkoperasian agar
masaldh organisasi dan tata laksana koperasi dapat diperkembang-
kan secara melembaga dan berkesinambungan.

4) ~Pembinaan koperasi dalam bidang pemupukan modal dalam ma-
syarakat lebih ditingkatkan lagi. |

5) Meningkatkan peranan Dekopin Wil dalam rangka pembinaan -
dan pengembangan koperasi. '

6. Pengembangan Dunia Usaha

Pembinaan usaha swasta dan usahawan golongan ekonomi lemah perlu
ditingkatkan. dan diperluas terutama dalam usaha mendukung serta mem-
bantu penciptaan kesempatan kerja. Usaha-usaha peningkatan mutu
kewiraswastaan dilaksanakan melalui. peningkatan .modal dan teknologi,
penataran, konsultasi usaha, panel diskusi, bimbingan praktis, dan pembi-
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naan melalui kegiatan lintas sektoral. Prosedur kredit petlu lebih dipermu-
dah, terutama untuk membantu pengembangan pengusaha ekonomi lemah.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi B

‘a. Tenaga Kerja

1)

2)

3)

)

3

Pertuasan dan pemerataan serta penmgkatan mutu tenaga kerja .
merupakan kebijaksanaan yang menyeluruh di semua sektor pern-
bangunan. Dalam hubungan ini program-program sektoral, prog-
ram-program Inpres dan program pembangunan daemh perlu sela-
tu menciptakan perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin. ‘

Perlindungan terhadap tenaga kerja di semua sektor pembangunan
diselenggarakan melalui perbaikan upah, syarat kerja, kordinas
dan hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta ja-
minan sosial dalam rangka perbaikan kese]ahteraan tenaga kerja

“secara keseluruhan

Peningkatan kuahtas tenaga keqa serta pengurangan ketldak se-
imbangan antara kualitas yang diinginkan. dengan kualitas yang
tersedia melalui latihan_ketja untuk mendapat tenaga-tenaga te-

rampil yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan

Penyusunan suatu perencanaan tenaga kelja daerah untuk lebih
meningkat pembinaan ketenaga kerjaan serta munculnya kesem-

‘patan kerja-baru baik di sektor pemenntah ‘maupun di sektor

swasta nasional dan asing.

Peningkatan dan pengemhangan mformam kesempatan kerja seca-
] menyeluruh dan terpadu :

b. Transmigrasi .

1)

?)

Penyediaan areal tran3m1gra31 secara terpadu dengan perluasan
sawah, perkebunan inti dengan penehtlan dan perencanaan yang
mantap

Pembinaan daerah Transmigrasi secara terp'adﬁ, sehingga pening-
katan kualitas transmigran beriringan.dengan pengadaan sarana
produksi, kredit, pendidikan, keschatan, keluarga berencana
dan pelayanan-pelayanan lainnya, =~

Pemindahan dan pemukiman kembah penduduk daerah minus
dary daerah terpencﬂ untuk leblh memtakan pembangunan dan

" ‘keadilan sos1a]
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. 8. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota

Dalam Pelita IV, pembangunan daerah, desa dan kota memegang peranan
penting. Langkahlangkah yang ditempuh dalam bidang ini adalah ;

a.

Mengembangkan wilayah pembangunan sebagai unit daerah perenca-
naan (regional planning) dalam rangka usaha merealisasikan kegiatan

' pembangunan yang merata di antara semua wilayah pembangunan.

Memantapkan fungsi dan peranan BAPPEDA Daerah Tingkat II serta

- kerja sama yang terkordinasikan di antara BAPPEDA Daerah Tingkat
11 dari wilayah pembangunan yang sama untuk mengefektifkan peren-
" canaan, pelaksanaan dan-pengawasan pemba_ngunan

‘Memantapkan secara bertahap sistim perencanaan pembangunan dari

bawah ke atas (bottom up planmng)

Mempersiapkan ‘perencanaan tata ruang dari kota Kkota yang sedang

dan yang diperkirakan akan berkembang dengan pesat untuk mence-
gah terjadinya ketimpangan planogis di\masa depan

Mengembangkan lebih lanjut’ sarana-pélayanan dari pusat pelayanan
utama dari setiap wilayah pembangunan untuk memngkatkan fungsi

‘dan peranan kotakota tersebut dalam pembangunan daetah

. 9. Sumber Alam dan ngkungan Hldl.lp

Sumber alam dan lingkungan hidup telah merupakan masalah nasional
yang besar dan serius. Dalam bidang ini kebijaksanaan diarahkan untuk :

a.

Meningkatkan usaha reboisasi, dan penghijavan dalam rangka konser-

. vasi hutan, dir dan tanah, mencegah erosi, mengurangi bahaya banjir
. dan untuk mengurangi/mencegah perluasan areal perladangzn berpin-

dah dan aktivitas lainnya yang merugikan. Perhatian utama akan dibe-
rikan pada Daerah Tingkat II Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh
Utara, dan Aceh Timur untuk memelihara sumber air yang cukup bagi

kebutuhan industri, pertanian dan kebutuhan rumah tangga.

Melaksanakan usaha penyusunan dan pengaturan peta tata guna tanah
yang menyeluruh.

Mengkelola sumber daya alam yang tersedia secara berencana dan ter-
padu atas dasar hasil studi kelayakan, sehingga dapat diperoleh dam-
pak positif yang maksimal serta berkesinambungan untuk men]amm
dan melayani kebutuhan masa kini dan mendatang.

Meningkatkan pendidikan dan penyuluhan dalam rangkas memantap-
kan kesadaran berlingkungan hidup bagi segenap lapisan masyarakat,
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‘agar dengan berbagai cara ikut berperan serta melestarikannya, serta

memasyarakatkan Undang-undang RI No. 4 tentang ketentuan-keten-
tuan Pokok Pengeliolaan Lingkungan Hidup.

Memanfaatkan sumber daya alam secara lestari, seimbang, selaras dan
serasi, sehingga dapat diwariskan kepada generasi-generasi mendatang,

- untuk tujuan menunjang dan menyediakan sarana pengembangan pen-

didikan, ilmu pengetahuan. dan ‘tehnolog serta kebudayaan manusia

- pada umumnya.

.Mengusahakan tersedlanya data/mformasz yang leth terpermm seperti
-peta giologi, peta tofografi, potret udara, data iklim/cuaca dan lain-

lain, untuk menunjang kegiatan . inventarisasi dan evaluasi sumber
alam yang ada.

Memperbanyak tenaga tekms yang texampll dan berdedlkasx dalam
bidang perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengkelo}aan sum-

_ berdayaalam

AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

‘Agam a
' Pembangunan Keagamaan d:tulukan untuk : :
Memantapkan iman dan taqwalpengabdlan kepada Allah Yang Maha Kua

a.
. Meningkatkan peranan Majelis Ulama, Badan Harta Agama dan lembaga-
lembaga keagamaan lainnya dalam upaya pencapman kesejahteman sosial
.- dan pemanfaatan daya manusia.
¢. " Meningkatkan kemakmurn ‘mesjid, meunasah dan mushalla disamping pe-
nyempuriaan dan perluasan tempat -tempat peribadatan Iamnya
‘Menggali’ dan menjaga nﬂm-mlax murii agama Tslam untuk menunjang pem-
~ bangunan sehingga tercapai keseimbangan antdra kesejahteraan lahir dan
'batln daIam kethupan manusia.
Pendxdxkan

Sektor ini akan mendapat prioritas tinggi dalam Pelita 1V, berkaitan dengan

. program umum pemerintah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia.
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Kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam sektor ini adalah :

I

" 10.
11,

12.

Melaksanakan kewajiban belajar tmgkat pendidikan dasar untuk anak usia
sekolah (7 — 12 tahun).

Melaksanakan proses integrasi kurikulum Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah
Dasar, dalam pemantapan dasar pembinaan sumber daya manusia.

Merealisasikan secara’ intensif penga]aran bahasa Indonesia pada tingkat
pendidikan dasar.

Memperluas pendidikan kejuruan pada tingkat SMTP dan SMTA yang da-
pat menunjang kebutuhan pembangunan di samping peningkatan kualitas
pendidikan kejuruan yang telah ada.

Membertinggi mutu pendidikan umum dan pendidikan agama Islam seko-
lah-sekolah dasar tingkat SMTP dan SMTA dalam ppaya mencapm kualitas
yang lebih baik.

Meningkatkan usaha-usaha pembinaan anakeanak yang berbfestasi melalui
penycdiaan beasiswa dari sumber yang ada dan sumber-sumber lainnya.

Mengaktifkan pembinaan d'ayah-dayah yang ada dalam usaha pengembang-
an kurikulum sesuai dengan kebutuhan,

Me}nasyarakatkan olah raga melalui jalur pendidikan dalam rangka pembi-

naan kesehatan jasmani dan rohani bagi pengembangan generasi muda de-
ngan’ mengadakan sarang dan fasilitas olah raga yang memadai.

Menyempurnakan.sarana dan fasilitas perpustakaan sekolah clan perpusta-
kaan uvmum yang lebih merata.

Mengembangkan ‘program pend1dikan luar sekolah untuk menampung dan
membina ketrampilan "anak-anak putus sekolah dalam rangka mengem-
bangkan-jiwa berwiraswasta,

Mengadakan sekolah kejuruan tingkat akademi seperti politeknik dan pem-
binaan jurusan kimia dan mesin pada Fakultas Teknik Universitas Syiah
Kuala untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja bagi pembangunan industri.

Mengembangkan dan meningkatkan mutu akademis fakultas-fakultas yang
ada pada perguruan tinggi di daerah ini, dalam rangka mendukung perkem-
bangan baik dltmgkat menengah maupun akademi.
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13,

Membina dan meningkatkan daya tampung kampus perguruan tinggi di Da-
- yussalam dan kampus-kampus lainnya di daerah, sehingga berfungsi scbagai

pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menunjang pem-

-bangunan daerah dan nasmnal

Kebudayaan _
Hal-hal yang akan dijalankan dalam sektor kebudayaan adalah :

a.

‘Menggali nilai-nilai apresiasi seni budaya daerah dengan mendorong kegiat-

an seni budaya yang terdapat dalam masyarakat untuk menunjang pemba-
ngunan.

Membina seni budaya tradisional dzerah untuk pengembangan kebudayaan
nasional.

 Membina taman budaya, permusiuman dan kepurbakalaan dalam rangka
- pelestarian daerah, di samping untuk menggiatkan objek pariwisata.

Mengaktifkan Dewan Kesenian Aceh untuk menggali, mempupuk dan me-
ngembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan

- nasional,

Mengusahakan terselenggaranya Pekan Kebudayaan Aceh sekali dalam
lima tahun.

Nmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian ‘
Langkah-langkah kebijaksanhaan dalam sektor ini adalah :

i

Mengarahkan Ilmu pengetahuan pada penciptaan teknologi dan inovasi
yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mening-
katkan keterpaduan antara kegiatan pertanian dan industri.

Menciptakan iklim yang merangsang dan menggairahkan penelitian secara
terpadu dan sesuai dengan sasaran pokok (basic objective) yang disusun
bersama antara lembaga yang bersangkutan.

Menguszhakan penelitian ilmu natura dan penelitian ilmy sosial yang lebih
seimbang dan lebih mengarah kepada penelitian terpadu yang dapat mem-

buka tabir pemanfaatan alih teknologi, dan menggerakkan potensi sosio-

kultural yang ada menjadi kegiatankegiatan operasional dalam pemba-
ngunar, o

Melaksanakan penelitian tentang teknologi lepas panen serta hambatan da-
lam pengembangan industri ramah tangga di pedesaan.

Menerapkan teknologi tepat guna untuk dapat menunjang peningkatén
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produksi, kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan.

f. - Menseimbangkan penerapan teknologi antara desa dan kota, sehingga ke-
senjangan dapat diperkecil. '
Kesehatan

Sasaran-sasaran pokok sektor kesehatan adalah :

a.

Mempertinggi taraf kesehatan masyarakat, dengan cara meningkatkan mu-
tu gizi, terutama diarahkan kepaga golongan masyarakat yang berpengha-
silan rendah baik di desa maupun di kota, dan memberikan perhatian khu-
sus kepada terpencil dan daerah-daerah pemukiman baru.

Memperbaiki kesehatan masyarakat dengan pencegahan dan penyembuhan
melalui peningkatan.

-—  Kaualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

—  Pemberantasan penyakit menular.
— Kebersihan lingkungan.

'—  Pengawasan obat-obatan, makanan.dan minum-minuman yvang tidak

memenuhi syarat. .
~. Penyuluhan kesehatan kepada 'masyarakat serta meningkatkan dan
memperluas Usaha Kesehatan Sekolah.
_ Kesehatan lingkungan yang meliputi sarana air bersih jamban keluarga
dan sanitasi. ' _ .
Melanjutkan usahg iendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
dan meningkatkan ‘pembangunan Puskesmas-Puskesmas pembantu, Balai-
balai pengobatan'serta perbaikan dan peningkatan rumah-rumah sakit ka-

~ bupaten dan kotamadya. Disamping itu akan ditempatkan tenaga-tenaga

medis danpara medis pada puskesmas-puskesmas yang belum ada tenaga
tersebut. '

Kependudukan dan Keluarga Berencana

- Dalam bidang'kependudukan 'dan'keluarga berencana, langkah-langkah yang

ditempuh adalah :

a.

Kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu periu dilan-
jutkan ‘dan ditingkatkan serta diarahkan untuk menunjang taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat. .

Pemerataan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup 'ma,:syarakat ter-

‘utama bagi masyarakat yang terpencil dilaksanakan dengan cara pemu-

kiman kembali, sehingga dengan demikian masyarakat tersebut akan, da-
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pat menikmati fasilitas-fasilitas yé.ng disediakan pemerintah.

Pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan antara lain melalui pengen-
dalian kelahiran, penurunan tingkat kematian dan penyebaran penduduk
serta tenaga Kerja yang lebih merata dan lebih serasi.

Program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahte-
raan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga bahagia yang menjiwai dasar
bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

‘Pelaksanaan keluaiga berencana secara meluas dilakukan melalui penyu-

luhan 'kepada masyarakat tentang pentingnya keluarga berenicana..

Penataran penyuluhan tentang teknik keluarga berencana perlu ditingkat-
kan kepada tokoh-tokoh masyarakat organisasi massa dan lainJain,

Pemerataan penyebaran klinik keluarga berencana dan pospos KB desa
untuk meningkatkan pelayanan, sehingga terjangkau 6l¢h masyarakat luas.

‘Perumahan dan Pemukiman,

Prinsip-prinsip pembangunan di sektor ini adalah™

a.

Pembangunan perumahan rakyat yang harganya dapat dijangkau oleh ao-
longan masyarakat yang berpenghasilan-rendah.

Dorongan atau bantuan kepada ‘usaha swasta dan koperasi yang bergerak
dalam bidang pembangunan-perumahan, baik yang berhubungan dengan
penyuluhan teknik pembangunan perumahan maupun penyediaan kredit
yang-memadai._ \ ' T C :
Pemugaran perumahan-rakyat dan perbaikan kampung yang bertujuan un-

. tuk meningkatkan, muty kehidupan bagi golongan masyarakat yang ber-

penghasilan rendah, terutama untok mendorong dan membina peranan,
kemampuari dan prakarsa masyarakat sendiri untuk ikut serta dalam pem-
bangunan permukiman. )

Penyuluhan tentang lingkungan permukiman yang bersih dan sehat terma-
suk pengembangan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kese-
hatan lingkungan. ' '

Peningkatan penyediaan air bersih serta pemerataannya untuk memenuhi
kebutuhan yang terus meningkat baik di daerah perkotaan maupun di

daerah pedesaan, - .

Pelaksanaan studi kelayakan tentang kemungkinan pembangunan dan se-
~ lanjutnya pelaksanaan pembangunar pemukiman karyawan industri dan

" . penduduk di kawasan industri Aceh Utara dengan mengikuti sistem yang

lebih terpadu (multiple nuclei system) sejalan dengan usaha pembauran
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10,

sosial masyarakét.

Kesejahteman Sosial dan Peranan Wémita
Dalam sektor ini kebijaksanaan diarahkan untuk :

a.

G

Meningkatkan usaha-usaha pelayanan dan bimbingan terhadap tuna sejeh- -
tera, seperti anak yatim, orang cacat, orang lanjut usia, orang terlantar
dan pengemis dengan menunjang pembangunan dan pengkelolaan rumah
penyantun serta pusat layanan dan bimbingan sosial lainnya.

. Memperbesar kemampuan layanan dan bimbingan serta mutu rumah pe-

nyantun yang ada, dengan usaha-usaha pendidikan dan latthan-latihan
ketrampilan. '

Me.nggiatkan usaha-usaha pencegahan eksploitasi amak-anak dan wanita
baik dalam bidang-bidang perburuhan maupun daldm bidang sosial lainnya.

'Generam Muda
1,

Generasi muda-adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber in-
sani bagi pembangunan. Oleh karena jtu-perlu ditingkatkan upaya pembi-
naan dan pengembangan generasi m@da secara terus menerus dalam kerang-
ka pendidikan nasional. Pembinaan dan pengembangan generasi muda me-
nuntut partisipasi dan tanggung jawab semua pihak dan untuk itu perlu

~ ditingkatkan kebijaksanaaDyang serasi, tentang keterpaduan dalam pem-

binaan dan pengembangan secara menyeluruh.

Pembinaan dan.pengembangan generasi muda meinpunyai tujuan untuk

mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional
serta’ daerahy.dan dilaksanakan melalui usaha-usaha peningkatan ketaqwa-

‘an kepada'Allah Yang Maha Kuasa, menanam dan menumbuhkan kesada-

ran befbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, semangat patriotis-
me dan harga diri, memperkokoh kepribadian dan disiplin, serta mendo-
rong partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan beregara.

‘Pengembangan wadah-wadah pembinaan generasi muda perlu ditingkat-

kan secara terarah dan teratur, Untuk itu selalu dipelihara suasana yang
sehat agar kreativitas dan tanggung jawab semakin berkembang serta diu-
sahakan bertambahnya fasilitas dan sarana yang memungkmkan pening-
katan dan pengembangan keglatan generas1 muda. .

Peranan Wanita

j Menmgkatkan usaha-usaha pengembangan pendidikan kese;ahteraan keluarga
(PKK) di desa-desa. untuk menyalurkan kegiatan wanita dalam rangka menun- .
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jang pembangunan dan pelayanan kesejahteraan sosial.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH HUKUM, PENERANGAN DAN MEDIA

MASSA .

1

Politik

Politik sebagai suatu supra-struktur dslam éembangunan perlu ‘mendapat per-
hatian yang sungguh-sungguh, dalam hat ini langkah-Jangkah kebijaksanaan
adalah :

a.:

-Meningkatkan stabilitas politik yang lebih mantap untuk mewujudkan De-

mokrasi Pancasila.

Memantapkan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Da-
sar 1945, mempertinggi dan memperluas usgha-usaha memasyarakatkan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dilakukan me-
lalui pendidikan, penataran, dan usaha-usaha lainnya di seluruh lapisan
masyarakat.

‘Meningkatkan kesadaran berpolitik bagi masyarakat untuk ikut bertang.

gung jawab dalam kehidupan bernegara-yang berdasarkan Pancasila dan
Undang Undang Dasar 1945 untuk menunjang pembangunan melalui
pendidikan politik serta usaha-usaha lainnya kepada seluruh laplsan masya-

rakat. .

Memperkuat peranan kekuatan sosial politik, khususnya partai politik dan
golongan karya, dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara, se-
hingga merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan daerah.
Untuk itu perlu ditingkatkan peranannya dalam melaksanakan pendidikan
politik sérta_dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi
kepada program-program pembangunan . secara jujur, sehat dan bertang-
gung jawab demi tercapainya tujuan nasional,

Aparatur Pemerintah.

Aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijaksanaan negara harus secara terus-
menerus mendapatkan pembmaan pembmaan Arah kebl;aksanaan yang akan
dltempuh adalah :

a.

Meneruskan usaha - pemngkatan pengabdian dan kesetiaan aparatur peme-
rintah kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila
dan Undang - Undang Dasar 1945.

Melanjutkan pembinaan, penyempurnaan dan penertiban'apa_ratur pem'e;

rintah agar dapat merupakar alat pemerintah pusat dan daerah yang jujur,
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terampil, berwibawa, dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugasnya.

'Meningkat'kan kemampuan aparatur pemerintah agar dapat menghayati as-

pirasi-aspirasi masyarakat dan mampu memasyarakatkan kebijaksanzan
‘pembangunan dalam rangka usaha menggerakkan peran serta masyarakat
dalam pembangunan.

"Huku m, .

Pembinaan tertib hukum mempunyai arti tersendiri dalam Pelita IV. Hal ini
berkaitan dengan program Kabinet Pembangunan IV untuk melahirkan suatu
pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini program-program yang akan dikem-

bangkan adalah : o

a. Meneruskan pembinaan hukum nasional dan peraturan-peraturan daerah
dalam bidang-bidang tertentu.

b. Meneruskan penertiban badan-badan penegak hukum agar sesuai dengan

. fungsi dan wewenangnya. - '

c.. Meningkatkan pembinaan sikap, kemampuar dan kewibawaan aparatur
penegak hukiim agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,
sehingga terjamin tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap
harkat dan martabat manusia.

d. Mempercepat usaha-usaha pelayanan dan bantuan bagi masyarakat, ter-
utama bagi masyarakat yangkurang mampu.

¢. Memupuk kesadaran hukum anggota masyarakat agar dapat mengerti

.. dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Penerangan dan Média Massa

* Kebijaksanaan-di sektor ini adalah :

a.

Meningkatkan kegiatan penerangan sampai ke pelosok-pelosok desa dengan
jalan memanfaatkan seoptimal mungkin semua media yang ada seperti su-
rat kabar, majalah, radio, televisi, film, kesenian rakyat, kontak pribadi
dan sebagainya. '

Meningkatkan peranan media massa serta kualitas dan kuantitas petugas
penerangan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan.
Memperluas jangkauan penerimaaﬁ siaran televisi, sehingga dapat mencapai
masyarakat yang lebih luas. : 7
Meningkatkan sarana dan teknologi percetakan, sejalan dengan perkem

‘pangan pembangunan diberbagai bidang.
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KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Sebagaimana halnya dengan politik, masalah keamanan dan ketertiban juga me-

rupakan unsur penunjang dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu kedua hal
ini perlu penanganan yang sungguh-sungguh, demi kepentingan masyarakat pada
umumnya. Prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan adalah :

1.

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu syarat untuk dapat berlang-
sungnya usaha-usaha pembangunan dengan sebaik-baiknya, sehingga keamanan
dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas keamanan, tetapi
juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

Usaha-usaha pemantapan ketertiban dan keamanan yang telah ada untuk me-
nunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan terus ditingkatkan. '

‘Pembinaan mental masyarakat dalam rangka pembinaan ketertiban dan kea-

manan. = -

Pembinaan kesatuan bangsa bagi kelompok masyarakat yang loyalitas terhadap
bangsa dan negara masih labil dan secara kebetulan menguasai ekonomi daerah.

Peningkatan dan penggalakan peran serta masyarakat dalam membantu tugas-
tugas aparat ketertiban dan keamanan di daerah dalam rangka pembinaan dan

‘pemeliharaan ketertiban dan keamanad,

F. STRATEGI PEMBIAYAAN

' Masalah pembiayaan pembangunan di masa datang akan merupakan persoalan

yang relatif sulit. Keadaan ini adalah sebagai akibat. dampak resesi ekonomi-dunia.
Bethubung dengan itu kebijaksanaan pembiayaan pembangunan akan ditempuh
langkah-langkah sebagai berilut :

I.  Pelaksanaan pembangunan dalam Pelita IV yang ditujukan kearah peningkatan

kesejahteraaft-materiil dan spiritual, peningkatan sumber daya manusia dan
alam, dan-keseimbangan pembangunan antar wilayah memerlukan tersedianya
pembiayaan pembangunan yang cukup besar. Oleh karena itu perlu diusaha-
kan peningkatan dan perluasan penerimaan pembangunan dari sumber-sumber
penerimaan bar, baik vang berasal dari sektor pemerintah, swasta, koperasi,
masyatakat maupun sumber-sumber lain yang memungkinkan.

Kebijaksanaan perpajakan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah
diarahkan kepada intensifikasi masing-masing jenis- pungutan dan perluasan
jenis pungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan pemerataan beban dan
progresivitas. _

Kebijaksanaan mengenai Perusahaan Daerah dan Bank Pembangunan- Daerah
diarahkan kepada pemantapan dalam penyediaan dana untuk pembangunan
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daerah.

4 ."Petiuangan agar proyek-proyek daerah, disamping proyek-proyek sektoral,
dapat dibiayai dengan dana APBN. ‘
5. Sumber pembiayaan sektora swasta dan koperasi yang berasal dari tabungan
masyarakat dan fasilitas kredit perbankan diarahkan untuk membiayai sektor-
sektor usaha yang mendapat prioritas utama dan cepat menghasilkan. Untuk
~itu peranan sektor swasta dan koperasi perlu ditingkatkan, sehingga potensi
- permodalan dalam masyarakat dapat dimanfaatkan dengan sebesar_—besamy_a,
untuk tujuan-tujuan pembangunan. T
6. Pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dengan efektif dan
- efisien dengan memperhatikan prioritas dan strategi pembangunan.
7. Peningkatan peranan dan fungsi pengawasan untuk menghindarkan kebocoran
dalam penerimaan dan pengeluaran biaya pembangunan.

BAB IV
PENUTUP

_ Pola Umum Pembangunan Lima Tahun. IV Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini

dilaksanakan oleh Gubemur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan mendengar dan
memperhatikan secara sungguh-sungguh saranssaran dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daeran Tingkat I dalam menyusun Repelita TV Daerah yang merupakan rencana
pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan di berbagai bidang dan sektor
dalam tahun 1984 — 1989.

Program pelaksanaan seria usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan
dalam réncana operasional(tahunan daerah yang akan dibjayai baik oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat 1, Sektoral, dan Program-program Inpres

maupun oleh program-program lainnya. .

A. PELAKSANAAN

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah’ Propinsi Daerah Istimewa Aceh ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang pelaksanaannya
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun IV Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh oleh Gubemur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh. _ ‘

2. Tiap lima tahun sekali Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istime-
wa Aceh akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kehi-
dupan masyarakat dan rakyat. '

3. Mengingat bahwa pembangunan daerah adalah bahagian dari pembangunan na-
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sional maka dalam penyusunan Repelita IV Daerah Propinsi Daerah Istimewsa
- Aceh diusahakan supaya dapat terlibat hubungan tersebut dalam kebijaksanaan
masing-masing sektor dan program-program pembangunan. '

B. PERSYARATAN

Keberhasilan usgha-usaha pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sa-
ngat bergantung pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para
pelaksana baik aparat pusat maupun aparat daerahi serta peran serta seluruh lapisan
masyarakat. ' ) ' :

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin. '

146





